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Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024:

1. Adiansyah R. Tahir
2. Fahruddin Maloko

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-
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DPRD-XXII/2024:
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Muhjir Nabiu
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DPRD-XXII/2024:
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Termohon:

1.

Mochammad Afifuddin

Kuasa Hukum Termohon:
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Dedy Mulyana
Agung La Tenritata
Imam Munandar
Sukardi Lilte
Mahrus Al
Andhika G

Yuni Yunengsih A
Zahru Argom
Johanis H. M.

Bawaslu:
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15.
16.
17.
18.

Totok Hariyono
Sumitro Muhammadia
Kifli Sahlan

Sarmin Ibrahim
Ahmad Idris

Ramla Molle

Willy Kurama

Rusly Saraha

Ajuan Umasufi
Suleman Patras
Safri Titdoy
Jenfanher Lahi

Rizal Restu Prasetyo
Suratman Kadir
Adrian Yoro Naleg
Susana Corry

Rais Kahar

Rivaldi Noval PS.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 17:17 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Mulai ya.

Sidang Lanjutan untuk Pemeriksaan Perkara PHPU Provinsi Maluku

Utara dibuka. Persidangan dinyatakan perbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk

kita semua, om Swastiastu.

Sore ini sampai nanti malam akan ada 10 nomor yang kita
lanjutkan untuk Perkara Permohonan PHPU dari Provinsi Maluku Utara.
Sebelum kita lanjut kepada penyampaian keterangan dari Termohon,
Pihak Terkait dan Bawaslu, izinkan saya mengecek dulu Kuasa Hukum

masing-masing pihak.
Kuasa Hukum Nomor Perkara 120? Terima kasih.
Kuasa Hukum untuk Perkara 156? Terima kasih.
Kuasa Hukum untuk Perkara 162? Terima kasih.
Ini 127 sudah dicabut.
Kuasa Hukum untuk Perkara 136? Terima kasih.
Kuasa Hukum untuk Perkara 017
Kuasa Hukum untuk Perkara 967?
Kuasa Hukum untuk Perkara 115?
Kuasa Hukum untuk Perkara 150?
Kuasa Hukum untuk Perkara 171? Terima kasih.
KPU biar cepat. Pak Afif, silakan.

2. TERMOHON: M AFIFUDDIN [01:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Termohon saya, Muhammad Afifuddin bersama Romi.
Kemudian perlu kami informasikan pada jam yang sama KPU Provinsi
Maluku Utara sedang dilantik mungkin beberapa menit yang lalu jadi

belum bisa dihadirkan di sini.
3. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Ya.



4. TERMOHON: M AFIFUDDIN [01:59]
Terima kasih.
5. KETUA: SALDI ISRA [02:01]
Tapi ada yang lama yang dilantik ya atau baru semua?
6. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:05]
Ada yang lama.
7. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Ada yang lama, oke. Terima kasih, saya cek ya.
Kuasa KPU untuk Perkara 120.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [02:09]
Hadir, Yang Mulia.
9. KETUA: SALDI ISRA [02:07]
Kuasa KPU untuk Perkara 1567
10. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [02:17]
Hadir, Yang Mulia.
11. KETUA: SALDI ISRA [02:19]
Oke, sama.
Kuasa KPU untuk Perkara 1627 Hadir.
Kuasa KPU untuk Perkara 1277 Hadir.
Kuasa KPU untuk Perkara 1367 Hadir.
Kuasa KPU untuk Perkara 01? Terima kasih.
Kuasa KPU untuk Perkara 96? Terima kasih.
Kuasa KPU untuk Perkara 115?
12. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:49]
Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:59]



1507

171? Terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara 120? PKB enggak ada, ya? Tidak ada.
Untuk PKB 156 juga tidak ada.

Pihak Terkait untuk Perkara 162?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [03:18]

Hadir, Yang Mulia.
15. KETUA: SALDI ISRA [03:19]
Hadir.
PBB tidak ada.
Pihak Terkait untuk Perkara 136, Garuda?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:30]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:32]
Hadir.
Golkar? Tidak hadir.
PKS? Hadir.
PAN?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:41]

Hadir, Yang Mulia.
19. KETUA: SALDI ISRA [03:44]

Jadi, Golkar ini yang enggak hadir?
Pihak Terkait untuk Perkara 01?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 01 01-01-05-32/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [03:47]

Hadir, Yang Mulia dari PSI.



21. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

PSI hadir.

PDIP? Oke.

Pihak Terkait untuk Perkara 967

PDI Perjuangan, ini PDI Perjuangan enggak mau bersebelahan
dengan PSI, ini mestinya bersebelahan duduknya.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [04:07]

Dari MK, Yang Mulia.
23. KETUA: SALDI ISRA [04:07]
Ya. Pihak-Pihak Terkait untuk Perkara 115, Golkar?

1. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:14]

Hadir, Yang Mulia.
24. KETUA: SALDI ISRA [04:15]

Hadir.

Untuk 150 tidak ada Pihak Terkait.

Kemudian 171, Pihak Terkait Perindo?

Wah, sama ini, semakin gagah saja kelihatan ini sekarang.

Oke, kita mulai sekarang untuk penyampaian jawaban dari
Termohon. Kemudian (...)

25. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [04:36]

Bawaslu belum.

26. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Oh, mohon maaf. Beribu maaf ini, Pak Totok. Saya ini terkesima
lihat batik apa ini, jas yang seragam tadi. Saya sudah lihat tadi sudah
bilang, "Waduh kalah banget ini Pak Totok sama staff-nya di provinsi.”

Pak Totok silakan, mohon maaf.

27. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [04:54]

Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, Mohon Izin, Yang Mulia.



28.

29.

30.

31.

32.

Totok Bawaslu RI dengan Pak Adrian Yoro Naleg, Bawaslu
provinsi. Rusly Saraha Bawaslu provinsi. Sumitro Muhammadia Bawaslu
provinsi. Suleman Patras Bawaslu provinsi. Kifli Sahlen Ketua Ternate.
Suratman Kadir Ketua Halmahera Timur. Rais Kahar Ketua Halmahera
Selatan. Willy Kurama Baawaslu Halmahera Selatan. Jenfanher Lahi
Halmahera Utara. Ahmad Idris, Halmahera Utara. Ajuan Umasugi,
Kepulauan Sula. Safri Titdoy, Kepulauan Sula. Susana Corry, Halmahera
Timur. Ramla Molle, Ketua Morotai. Helni Rosiana, Halmahera Barat.
Sarmin Ibrahim, Halmahera Barat. Rizal Prasetyo Staff Bawaslu. Rivaldo
Nauval, Staf Bawaslu.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf.

KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Ya, saya mohon maaf juga Pak Totok. Kalau Pak Totok mohon
maaf, saya merasa tersinggung jadinya. Oke, terima kasih.

Sekarang kita ke permohonan Nomor 120. Mohon kesediaan,
Yang Mulia, Pak Ridwan untuk memimpin. Silakan.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:25]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Perkara Nomor 120. Ya, Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [06:35]

Hadir, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:35]

Termohon jawaban, Pemohon ... eh, Termohon. Kemudian kalau
bisa pokok-pokoknya saja, selebihnya dianggap dibacakan. Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [06:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin membacakan untuk Perkara 120 dalam pokok-pokoknya saja.

Dalam eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusional, halaman 7, dianggap
dibacakan.

1.2 Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Tidak jelas dan
tidak lengkap dan kabur (Obscuur libel), halaman 10.

Menguraikan kedudukan hukum legal standing bahwa Pemohon
dalam Perkara PHPU, anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik



Peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD pada
Daerah Pemilihan 3, Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk. Dan
dalam permohonannya pada halaman 3, angka 4, menyatakan bahwa
Yusri Bailussy, S.Sos. adalah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera
Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 DAERAH PEMILUAN
3.

Bahwa berdasarkan AP3 Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga
menyatakan bahwa Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum
adalah Partai Politik beserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR -
DPRD.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah
mencampuradukan antara Pemohon adalah Partai Politik beserta Pemilu
untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dengan perseorangan
calon anggota DPR dan DPRD yang mengakibatkan Pemohon menjadi
kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Dalam pokok permohonan. Di halaman 13. Bahwa terhadap dalil
Pemohon, Termohon pada pokok yang menyatakan perolehan suara
Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perloranan kursi anggota
DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilan 3 adalah sebagai
berikut.

2.1. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk
pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3.
Tabel 2.1.1. Terkait dengan pesandingan perolehan suara menurut
Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten
Halmahera.

Tangapan Termohon. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-
dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu menjelaskan alokasi
kursi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara daerah
Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao,
Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Teluk.
Bahwa ada pun untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten
Halmahera Utara sebanyak 30 kursi, sedangkan untuk Dapil 3
dialokasikan 8 kursi.

Bahwa sebagaimana Berita Acara 144 dan sekian yang pada
pokoknya memerintahkan bahwa kabupaten Halmahera Utara meliputi 5
kecamatan, 80 desa. Dengan rincian 177 TPS dan 39.333 DPT
diantaranya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Di bukti T-2.

Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko,
halaman 1 Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku
Utara daerah Pemilihan Halmahera Utara menyatakan hasil rekapitulasi
suara di tingkat Kecamatan Kao yang ditanggal dari tanggal 24 Februari
2024. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 222 suara
yang diperoleh dari 33 TPS. Selanjutnya di ... pada Model D. Kejadian
Khusus dan.atau Keberatan Saksi KPU tertanggal 3 Maret 2024, dari
yang semula 222 suara menjadi 227 ada di bukti T-4. Selanjutnya bahwa



33.

34.

berdasarkan Formulir Model D. Hasil halaman 1, Kecamatan Malifut ...
Kecamatan Malifut dilakukan pada tanggal 25 Februari, Partai
Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 1.088 suara yang
diperoleh dari 46 TPS.

Selanjutnya, terkait dengan D. Hasil Kecamatan Kao Utara ... pada
tanggal 24 Februari 2024, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara
sejumlah 219 suara yang diperoleh dari 41 TPS (Bukti T-6).

Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan terkait dengan
rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kao Barat yang dilakukan pada tanggal
24 Februari, PKB memperoleh suara sejumlah 249 suara yang diperoleh
dari 21 TPS (Bukti T-7).

Bahwa berdasarkan formulir D. Hasil Kecamatan Kao Teluk di
tanggal 24 Februari 2024, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara
sejumlah 308 suara yang diperoleh dari 33 TPS.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jumlah perolehan suara
yang didapatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di masing-masing
Kecamatan di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Utara adalah
sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia, pada halaman
13.

Selanjutnya bahwa pada tanggal 6 Maret Kabupaten ... KPU
Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sebagaimana formulir
D. Hasil halaman 2 ... 2.1 halaman ... Lembar 1, adapun hasil dari pada
rekapitulasi adalah sebagai berikut. Di bukti T-9, Yang Mulia. Dianggap
dibacakan tabel tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Partai
Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 2.091 suara di
Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 3, maka dengan ini hasil
rekapitulasi dari tingkat Kecamatan sampai dan Kabupaten tidak terdapat
selisih suara sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-
tidak-nya menyatakan tidak dapat diterima.

Lanjut, Yang Mulia. Pada halaman 14

HAKIM ANGGOTA : RIDWAN MASNYUR [10:38]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [10:39]

Terdapat tabel 2.1.2. Persandingan diperoleh suara menurut

permohonan TPS 02 Desa Dumdum, Kecamatan Kao Teluk.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan
suara menurut Termohon adalah sebagai berikut. Yang
intinya menyatakan bahwasannya pada TPS Dumdum
tersebut terdapat selisih 1 suara.



35.

36.

37.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [12:00]

Yang menyatakan bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten
Halmahera Utara dari PKB Nomor Urut 3 atas nama Chara Phureng
memperoleh 1 suara di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 2 Desa
Dumdum berdasarkan Form C.Hasil Plano dan Form C.Hasil Salinan,
serta Form D.Hasil Kecamatan, namun menurut Termohon calon anggota
DPRD tersebut memperoleh 0 suara berdasarkan Form D.Hasil
Kabupaten di Kabupaten Halmahera Utara.

Tanggapan Termohon.

Bahwa selanjutnya, Termohon akan menanggapi uraian
permohonan Pemohon dalil Pemohon yang diuraikan di atas yang
mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 2 Desa
Dumdum, Kecamatan Kao Teluk sebanyak 1 suara karena Termohon
diduga dengan sengaja telah menghilangkan suara Pemohon adalah
tidak benar.

Tabel perolehan suara di TPS 002 Desa Dumdum, Kecamatan Kao
Teluk menurut Termohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:48]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [12:48]

Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Desa Dumdum, TPS 002
Desa Dumdum, Kecamatan Kaotalok ... Kao Teluk, Kebupaten Halmahera
Utara Dapil 3 tertanggal 14 Februari 2024 terhadap calon Anggota
Legislatif Nomor Urut 3 atas nama Chara Phureng memperoleh 1 suara,
maka dengan ini tidak terdapat perlesihan hasil antara Pemohon dan
Termohon (Bukti T-10).

Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang didalilkan di atas
adalah tidak benar yang mendalilkan terdapat selisih perolehan suara
atas nama Chara Phureng yang seharusnya memperoleh 1 suara
berdasarkan Form C.Hasil, namun menurut Termohon calon anggota
DPRD tersebut memperoleh 0 suara.

Bahwa selanjutnya. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah
dalil yang tidak berdasar karena pada saat perhitungan suara di TPS 002
Desa Dumdum, Pemohon atau saksi dari Pemohon tidak ada kejadian
khusus keberatan oleh saksi sebagaimana Formulir Model C. Kejadian
Khusus pada TPS 002 Desa Dumdum, Kecamatan Kao Teluk (Bukti T-
11).



38.

39.

40.

41.

42,

43.

Bahwa selanjutnya, pada proses rekapitulasi suara di tingkat
kecamatan tidak ada kejadian khusus oleh saksi pada tingkat Kecamatan
Kao Teluk sebagaimana Formulir D. Kejadian Khusus.

Bahwa hingga di tahap akhir rekapitulasi suara di tingkat
kabupatan tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi yang
berkenaan dengan peroleh suara ... suara Partai Kebangkitan Bangsa di
Kao Teluk sebagaimana Formulir Model D. Kejadian Khusus (Bukti T-13).

Lanjut, Yang Mulia,

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:19]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [14:19]
Pada halaman 16 poin 8.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:20]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [14:20]

Bahwa adapun hasil rekapitulasi dan penghitungan pada
Kecamatan Kao Teluk berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan
DPRD Kabko halaman 1 Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera
Utara pada tanggal 27 Februari 2024 menurut Termohon menjelaskan
perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian calon
anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada Daerah Pemilihan 3,
sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian
calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3 Kecamatan Kao
Teluk, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:51]
Ya, lanjut.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [14:52]

Bahwa setelah penghitungan dan rekapitulasi Kecamatan Kao
Teluk selesai, kembali kami tegaskan tidak ada keberatan dari saksi-saksi
Partai Kaba ... Kebangkitan Bangsa atas hasil rekapitulasi dan
penghitungan tersebut sehingga dengan ini dokumen Formulir Model
D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko halaman 1 Kecamatan Kao Teluk,



44.

45.
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Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan
Halmahera Utara pada tanggal 27 Februari 2024 merupakan dokumen
yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Termohon jelaskan perolehan suara menurut
Termohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara
Daerah Pemilihan 3, vyakni Kecamatan Kao, Kecamatan Malifut,
Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Teluk
sebagaimana termuat dalam Formulir D.Hasil Kabko DPRD Kabupaten
Kota Halaman 221, lembar 1 Kabupaten Halmahera Utara Provinsi
Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara tertanggal 6 Maret
dengan rincian perolehan suara, sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Politik menurut Termohon untuk
pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3
Kecamatan Kao Teluk.

Partai Kebangkitan Bangsa, suara sah 2.091. Bahwa pada
faktanya saat penghitungan dan/atau rekapitulasi tingkat Kabupaten Kao
Teluk tetap tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai
Kebangkitan Bangsa. Bahwa setelah penghitungan, Kecamatan Kao
Teluk selesai, kembali kami tegaskan tidak ada keberatan dari saksi-saksi
Partai Kebangkitan Bangsa atas hasil rekapitulasi dan penghitungan
tersebut.

Dilanjut di halaman 19, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:14]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [16:15]

2.2. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu
Halmahera Utara untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01
Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk.

Bahwa Pemohon dalam pemohonannya halaman 7 angka 6 pada
pokoknya menyatakan tanpa alasan yang cukup, Termohon tidak
melaksanakan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara. Adapun alasan
Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah karena tidak
cukup waktu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Tanggapan Termohon,

1. Bahwa dalil Pemohon mempermasalahkan terkait rekomendasi

Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera

Utara hanya menjelaskan seakan-akan setelah tanda terima Surat

Nomor 041 dan seterusnya perihal Rekomendasi Pemungutan

Suara Ulang PSU dari Bawaslu Halmahera Utara kepada Ketua

KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024

(Bukti T-14) tidak ditindak lanjut dan dibiarkan begitu saja.
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Namun pada faktanya terdapat ... terhadap surat Bawaslu,
Kabupaten Halmahera Utara Nomor 041 dan seterusnya
ditindaklanjut sebagaimana Surat KPU Kabupaten Halmahera
Utara Nomor 72 seterusnya Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi
PSU tanggal 24 Februari 2024 Pukul 23.43 yang pada pokoknya
menyebutkan terdapat di Bukti T-15, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:29]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [17:30]

Bahwa perlu diketahui terhadap Kabupaten Halmahera Utara
terdapat beberapa rekomendasi Perihal PSU dan rekomendasi
pemungkutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten Halmahera Utara, yakni antara lain.

a. Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 035 tentang
Perihal Rekomendasi PSU kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera
Utara tertanggal 16 Februari 2024 yang ditemukan oleh penemu
atas nama Kanhar Abd Karim selaku pengawas TPS Lokasi Khusus
terhadap terlapor pelaku atas nama Fikram Taslim selaku Ketua
KPPS TPS 903 PT. NHM yang pada pokoknya menyatakan untuk
direkomendasikan dan dilakukan pemungkutan dan penghitungan
suara ulang di TPS Lokasi Khusus 903 di PT. NHM Desa Tabobo
(Bukti T-16).

b. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut
sebagaimana Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 50 dan
seterusnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara
tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan KPU
Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan Rapat Pleno
penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan PSU di TPS 903 Lokasi
Khusus PT. NHM Desa Tabobo, Kecampatan Malifut, Kabupaten
Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-17).

c. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Halmahera
Utara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera
Utara Nomor 77 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan
Pelaksanaan PSU di TPS 903 Lokasi Khusus PT. NHM Desa Tabobo,
Kecamatan Malifut, yang pada pokoknya menetapkan jadwal dan
tahapan pada pemungutan suara ulang di TPS 903 (Bukti T-18).

d. Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 038 dan
seterusnya perihal Rekomendasi PSU Kepada Ketua Kabupaten
Halmahera Utara tertanggal 19 Februari 2024 yang ditemukan oleh
penemu atas nama M. Reza Ambarak selaku anggota Panwaslu
Kecamatan Galela Selatan terhadap Terlapor 1 atas nama Marina
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S.T. selaku Ketua KPPS, Terlapor 2 atas nama Fitrianti Hamza
selaku Anggota KPPS, Terlapor 3 atas nama Susi Faria Ibrahim
selaku anggota KPPS, Terlapor 4 atas nama Suratmi, Terlapor 5
atas nama Wanti Hadad, Terlapor 6 atas nama Arianto Samam
pada pokoknya menyatakan untuk direkomendasikan dan dilakukan
pemungutan suara ulang PSU di TPS 01 Desa Igobula, Kecamatan
Galela Selatan (Bukti T-19) dan sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:53]
Lanjut 22.1.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [19:56]

22.1. Data pemilih pada TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao
Teluk, Kabupaten Halmahera Utara. Tabel presentasi pemilihan dan
perolehan suara pada Pemilu 2024 di TPS 01 Desa Makaeling,
Kecamatan Kao Teluk, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:07]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [20:08]

Tanggapan Termohon.

1. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan
dengan total DPT TPS 01 Desa Makaeling adalah 179 pemilih adalah
tidak benar. Dimana berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir, DPT
KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten
Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara menyatakan bahwa total data
pemilih dalam DPT TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk,
Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara adalah 182 pemilih
(Bukti T-22), Yang Mulia.

Presentasi pemilihan dan perolehan suara pada Pemilu 2024 di
TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, terdapat tabel, Yang
Mulia, dianggap dibacakan.

Bahwa sangat jelas dalil Pemohon mengada-ngada yang mana
berdasarkan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabkota, TPS 01 Desa
Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Provinsi Maluku Utara, Daerah
Pemilihan Halmahera Utara 3 di halaman 1 yang pada pokoknya;

A. Jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tetap berjumlah 182
orang, pengguna hak pilih daftar pemilih tetap.

B. Jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih tambahan berjumlah 2
orang.
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C. Jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih khusus berjumlah 6
orang.

D. Jumlah pengguna hak pilih B-1, B-2, dan B-3 berjumlah 190 orang
pengguna hak pilih.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, dalil Pemohon dalam
permohonan ini halaman 8, paragraf 1 adalah dalil yang mengada-ngada
karena jelas sebagaimana Form Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota
TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera
Utara. Jumlah pengguna hak pilih adalah 190 orang pengguna hak pilih.
Tabel di halaman 25, Yang Mulia, terkait dengan data perolehan suara
partai politik di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, dianggap
dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:52]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [21:54]

Selanjutnya, tanggapan Termohon. Bahwa dalil Pemohon yang
mempermasalahkan berkaitan dengan Form C.Salinan di tingkat TPS 01
Desa Makaeling adalah tidak benar. Di mana berdasarkan Formulir
C.Hasil TPS 001 Makaeling menyatakan bahwa jumlah seluruh suara
adalah 190 suara dimana 185 suara merupakan suara sah dan 5 suara
merupakan suara yang tidak sah karena sebelumnya, Yang Mulia, dia
menguraikan hanya sebanyak 184.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada tabel di halaman 26 terdapat selisih
suara antara Pemohon dengan peraih kursi terakhir, dianggap dibacakan,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:30]
54.1.1Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [22:31]

Selanjutnya tanggapan Termohon bahwa dalil Pemohon
sebagaimana uraian di atas adalah benar dan telah sesuai dengan Form
Model D.Hasil Kabko tertanggal 6 Maret 2024, yakni dengan total
perolehan suara caleg atas nama Yusri Bailussy S.Sos. adalah 1.125.

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon sebagaimana uraian tersebut di
atas mengenai total perolehan suara partai politik adalah benar dan telah
sesuai dengan Form Model D.Hasil tertanggal 6 Maret, yakni 2.091 suara
Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Kao, Kecamatan Malifut,
Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, dan Kecamatan Kao Teluk.
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Petitum, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:12]

Ya.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [23:13]

Dalam eksepsi.
A. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
B. Menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Provinsi
Maluku Utara, Daerah Pemilihan 3, Malifut, Kao, Kao Barat,
Kao Utara, Kao Teluk, sebagai berikut.

a. Perolehan suara Pemohon partai politik di DPRD
Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara,
Daerah Pemilihan 3, Termohon menyampaikan
perolehan suara yang benar menurut Termohon
adalah sebagai berikut. Dapil 3.

i. Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa,
perolehan suara 2.091.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:21]

Ya, baik. Terima kasih.
Selanjutnya Pihak Terkait tidak ada.
Bawaslu RI, silakan.

59. BAWASLU: SUMITRO MUHAMMADIA [24:36]
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Baik. Terima kasih, Yang Mulia yang kami hormati. Kami dari
Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Izin, Yang Mulia, langsung saja kami
sampaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi undang-undang
selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai tugas
pengawasan Bawaslu dalam keterangan ... dalam kerangka pencegahan,
penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta tugas-tugas
lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaran pemilu tahun
2024 dengan rincian:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas pencegahan
sebanyak 615 pencegahan.

2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas penindakan
terhadap temuan dan/atau laporan sebanyak 49 temuan dan 66
laporan penanganan pelanggaran pemilu. Dan,

3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas penyelesaian
sengketa proses pemilu sebanyak dua sengketa proses pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah
Bawaslu

Provinsi Maluku Utara dalam memberikan keterangan ini di
hadapan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan
berkenan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi
Maluku Utara.

a. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok
Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari
laporan.

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima

laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Saudara Wahid
Abd Kadir dengan Nomor 014/LP/PL/KAB/32.07/111/2024
pada tanggal 21 Februari ... maaf direnvoi, 21 Maret 2024,
video bukti ... (vide bukti terlampir PK.33-1).

1.2 Bahwa hasil kajian awal Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten

Halmahera Utara sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno
Nomor 015/BAA/LP/Pemilu-HU/III/2024 pada tanggal 25
Maret 2024 yang pada pokoknya terdapat permohonan a
quo tidak dapat diregistrasi (vide bukti PK.33-2).
2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari
temuan.
2.1 Bahwa hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kao Teluk ...
Bawaslu Kecamatan Kao Teluk, maaf, sebagai berita acara
Nomor 01/BAA/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024.
Pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran administrasi
pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Pemilu Tahun 2024 dapat diregistrasi untuk dilakukan
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penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. (vide bukti PK.33-

3).
2.2 Bahwa hasil kajian terhadap temuan dengan register
Nomor 01/REG/TM/PL/kec-kaoTeluk/32.07/11/2024

terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait
dengan ada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih
khusus atau DPK di TPS 01 Desa Makaeling menyalurkan
hak pilih menggunakan KTP di luar dari Desa Makaeling,
pemilih tersebut atas nama Wasti Husen yang tercatat
dalam KTP beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo.
hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk pada pokoknya
merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan dan
penghitungan suara ulang atau PSU di TPS 01 Desa
Makaeling, Kecamatan Kao Teluk untuk semua jenis surat
suara pada Pemilu Tahun 2004 (vide Bukti PK.33-4).

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan
pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkenaan
dengan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat
pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di TPS 02 Desa Dum-Dum,
Kecamatan Kao Teluk adalah sebagai berikut;

1.1. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu
Tahun 2004, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan
surat Imbauan Nomor 033.1/PM.00.02/K.MU-03/02/2024 tanggal 12
Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya mengimbau agar KPU
Kabupaten Halmahera Utara melakukan rekapitulasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti
PK.33-5).

1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, pengawas TPS
Nomor 01. ... direnvoi, harusnya pengawas TPS, tadi O01-
P.TPS.KT/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Desa Dum-
Dum pada pokoknya menerangkan tidak terdapat keberatan saksi
dan/atau temuan dan laporan dugaan pelanggaran berkaitan dengan
pengurangan suara Pemohon (video Bukti PK.33-06).

1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor
049.PWSC.KaoTeluk-LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 Februari 2024,
Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya
menerangkan tidak terdapat keberatan saksi dan/atau temuan dugaan
pelanggaran berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon (vide Bukti
PK.33-07).
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1.4. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Nomor
043/PM.02.02/K.MU-03/02/2024 tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu
Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya tidak terdapat keberatan
dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Halmahera Utara
berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Kao Teluk
(vide Bukti PK.33-8).

1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan bahwa hasil Kabupaten
Halmahera Utara yang didasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kab/Kota
DPRD Kabko, Partai Kebangkitan Bangsa pada daerah pemilihan
Halmahera Utara 3 memperoleh suara sebanyak 2.091 suara dengan
rincian sebagai berikut, (vide Bukti PK.33) dianggap dibacakan.

1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima
laporan dugaan pelanggaran pemilu dari saudara Wahid Abd Kadir
dengan Nomor 014/RP/PL/KAB/32/07/111/2024 pada tanggal 21 Februari
2024 terkait dengan pengurangan suara PKB di Daerah Pemilihan 3
terjadi di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 02 Desa Dum-Dum
dimana suara caleg nomor 03 atas nama Chara Phureng terdapat 1
suara. Tetapi, pada formulir D.Hasil Kab/Kota-DPRD Kabko dikurangi
oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara sehingga suara menjadi 0. Setelah
kami melakukan pemeriksaan kembali terhadap Formulir Model D.C ...
terhadap Formulir Model C. Hasil Kab/Ko-Kota-DPRD Kabko dan Formulir
C.Hasil Salinan Kabko-DPRD Kabko terdapat satu suara caleg PKB Nomor
Urut 3 di TPS 02 Desa Dum-Dum, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten
Halmahera Utara (vide Bukti PK.33-10).

1.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 015/BAA/LP/Pemilu-
HU/III/2024 tentang Hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu
Terhadap Laporan Nomor 014/LP/PL/KAB/32.07/111/2024 yang pada
pokoknya berdasarkan uraian hasil analisis keterpenuhan syarat formil,
maka laporan pelapor belum memenuhi syarat formil karena laporan
pelapor melebihi batas waktu ketentuan pelaporan dugaan pelanggaran
pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
(vide Bukti PK.33-11).

1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah
mengeluarkan status Laporan Nomor 014/LP/PL/KAB/32.07/111/2024
dalam pengumuman melalui papan informasi di kantor Bawaslu
Kabupaten Halmahera Utara (vide Bukti PK.33-12).

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon ... permohonan Pemohon
yang menyebutkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk dilakukan pemungutan suara
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ulang di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk. Maka, Bawaslu
Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut.

2.1 Bahwa berkaitan dengan temuan Panwaslu Kecamatan Kao
Teluk perihal adanya pemilih DPK di TPS 01 memberikan suara
menggunakan KTP di luar dari Desa Makaeling atas nama Wasti Husen
yang tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo.
Pada temuan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, pada
pokoknya hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk terhadap ... renvoi.
Bukan /aporan, tapi temuan. Register Nomor 01/REG/TM/PL/KET-Kao
Teluk/32.07/11/2024, pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan
pemungutan dan penghitungan suara ulang atau PSU di TPS 01 di Desa
Makaeling, Kecamatan Kao Teluk untuk semua jenis surat suara pada
Pemilu Tahun 2024 (vide Bukti PK.33-13).

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah
menyampaikan Surat Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024 tanggal 22
Februari 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Utara. Pada pokoknya, merekomendasikan untuk melakukan
pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Makaeling (vide Bukti PK.33-
14).

2.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara
mengeluarkan Surat Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 tanggal 24
Februari 2024. Pada pokoknya menjelaskan tidak dapat dilaksanakan
karena tidak cukup waktu dan sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan
(impossible of perform) (vide Bukti PK.33-15).

Demikian keterangan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang
dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno
Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:01]

Baik. Terima kasih, dari Bawaslu.
Untuk itu saya kembalikan kepada, Yang Mulia Ketua Panel.
Terima kasih.

KETUA: SALDI ISRA [36:10]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Kita harus ...
apa ... tunda, ya. Jadi kita tunda untuk salat, makan malam, dan segala
macamnya. Kita sepakati mau pukul berapa? Pukul 7, ya, 19:00? Pak
Totok, Pak Afif, Cukup? Para Pemohon, Pukul 7, ya? Oke. Pihak Terkait,
kita skors sampai pukul 19.00 untuk rehat, ya?

Sidang untuk Perkara PHPU Provinsi Maluku Utara, kita skors
sampai satu jam ke depan. Jadi, kita masuk lagi pukul 19.00. Sidang
diskors.
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KETUK PALU 1X

SIDANG SKORS PUKUL 17:52WIB

Skors sidang kita cabut.

SIDANG SKORS DICABUT PUKUL 18:59 WIB

KETUK PALU 1X

Sekarang, kita lanjutkan dengan ... ada yang baru? Peserta baru
yang masuk? Enggak ada, ya? Soalnya tadi ada yang melapor katanya
ada yang mau masuk, saya bilang, “Siap magrib saja.”

Nomor 156, Kuasa Hukumnya. Silakan akan dipimpin oleh Yang
Mulia, Pak Arsul Sani. Dipersilakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [40:36]
1zin, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:40]

Sebentar.

Terima kasih, Pak Wakil.

Kita sekarang memasuki Perkara Nomor 156, PKB. Namun, dalam
catatan kami tidak ada Pihak Terkait.

Kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan pokok-
pokok jawaban Termohon, ya, atas Permohonan dari Pemohon.
Kami persilakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [41:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, sebelum dibacakan
ada beberapa renvoi yang dilakukan.

1. Terkait pada nomor jawaban, terkait dengan Kewenangan MK
di halaman 3 pada Dalil Nomor 1, 2 setelahnya seharusnya menjadi
nomor 3 dan seterusnya, Pak.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:29]

Ya, oke.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [41:30]

Yang kedua. Pada halaman 7 poin 9, terkait dengan Undang-
Undang Partai Politik. Di situ terdapat kesalahan penulisan, seharusnya 2
Tahun 2011 bukan 2 ... 2 Tahun 2018.

Ketiga. Pada halaman 7 poin 10 di baris 4, seharusnya Pasal 32
ayat (1) Undang-Undang 2 7Tahun 2011. Lalu di (...)

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:50]
Halaman berapa?
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [41:49]

Halaman 7 poin 10 baris keempat, Yang Mulia. Seharusnya, Pasal
32 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2011.

Dan masih sama juga, di baris kelima. Pemohon seharusnya ditulis
sebagai partai politik. Di halaman 5, pada halaman 12 Tabel 1 kesalahan
penulisan seharusnya kolom 1 Safri Talib pada Pemohon sebesar 1.094
dan di kolom Termohon= 1.122. Kebalik, Yang Mulia.

Dan yang terakhir di Petitum, poin ketiga. Sebelumnya, Petitum ...
, 'Menetapkan perolehan Suara Pemohon, Partai Kebangkitan Bangsa.”
Ada penambahan kata sambungnya, Yang Mulia, Menetapkan perolehan
suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:40]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [42:41]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin, membacakan pokok-pokoknya.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:49]

Sialakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [42:50]

Perkara 156. Yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Billy
Theodorus, calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah

Pemilihan 5.
Dalam eksepsi.
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1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 3 sampai
dengan 5 dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:03]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [43:04]
1.2 Kedudukan Hukum Pemohon. Halaman 5 sampai 7, dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:05]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [43:05]

Selanjutnya, pada halaman 6 poin 4. Bahwa dalam Dalil
Permohonan Pemohon, lembar 4 angka 2 kedudukan Pemohon,
menyatakan perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapatkan
persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Poin 5. Berdasarkan lampiran AP-3 nomor ... dan seterusnya
hanya melampirkan Permohonan Pemohon berjumlah 4 rangkap, 1 asli,
3 kopi.

Poin 6 bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 tentang Tata Cara
Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang
menyatakan perseorangan calon anggota DPR dan DPR di dalam satu
partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara
tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari
partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Pemohonnya.
Maka, Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum legasinya
untuk mengajukan Permohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan 1.3. Tenggang waktu
pengajuan permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:02]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [44:03]
1.4. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Menurut

Termohon, Pemohon ... Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas
dengan alasan sebagai berikut.
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1. Bahwa dalam Pemohon ... Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan

argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil
penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara
sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 Nomor Urut 1 atas nama Safri
Talib, S.H. yang terjadi di Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana
dijelaskan dalam pokok permohonan.

Tanggapan Termohon bahwa dalam permohonannya, Pemohon
tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal, yaitu kapan, di
mana, dan bagaimana cara penambahan pengurangan suara di
Kecamatan Bacan Selatan. Hal itu tentu saja membuat Permohonan
Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum dan akan menyulitkan
bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon a
quo.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:48]
Oke, 1.5.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [44:51]

1.5. Eksepsi Permohonan tidak membuat persandingan suara.

1. Bahwa setelah mencermati... mem...mempelajari fundamentum
petendi, Pemohon hanya menyajikan jumlah perolehan suara secara
keseluruhan tanpa menguraikan tentang sumber suara sah tersebut
sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan hasil penghitungan suara
yang benar menurut Pemohon.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:06]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:07]

Lanjut, Yang Mulia, di dalam Pokok Permohonan di halaman 11.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:11]

Permohonan, Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:11]

2.1 DP ... DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan
5, halaman 11 terkait dengan uraian kami yang di Halmahera Selatan.
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Lalu, pada tabel halaman 12 terdapat tabel 1, dianggap dibacakan, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:23]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:23]

Bahwa atas dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di
atas, Pemohon selanjutnya pada halaman 7 sampai dengan 9
menjelaskan terkait dengan perolehan suara selisih, Safri Talib selaku
Calon Nomor Urut 1 suara ... dan suara PKB pada C.Hasil Salinan dan
D.Hasil Kecamatan yang terjadi di 15 TPS yang berada di Desa
Gandasuli, Desa Kampung Makian, Desa Mandaong, dan Desa Kupal
pada Kecamatan Bacan Selatan, yakni sebagai berikut.
Tabel 2 persandingan suara Pemohon dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:49]
Dibacakan, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:50]

Menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan adanya
pergeseran suara dari perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang
menyebabkan penambahan suara kepada Caleg Nomor Urut 1 atas nama
Safri Talib, S.H. sebesar 28 suara yang terjadi di 15 TPS yang terdiri dari
di TPS 4 Desa Gandasuli, TPS 1 Desa Kampung Makian, TPS 2 Kampung
Makian, TPS 3 Kampung Makian, TPS 4 Kampung Makian, TPS 7
Desa/Kampung Makian, TPS 9 Desa/Kampung Makian, TPS 2 Desa
Mandaong, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 14 Desa Mandaong. TPS 2, TPS 3,
dan TPS 7 di Desa Kupal.

Bahwa atas dalil Pemohon terkait dari selisih penghitungan pada
10 TPS dari 15 TPS di Kecamatan Bacan Selatan tidak benar. Termohon
menyandingkan 10 data TPS terkait perolehan suara Calon Nomor Urut
1, Safri Talib dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Bacan Selatan
(Bukti T-1, Bukti T-2) yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3 terkait dengan perolehan suara Calon Nomor Urut 1, Safri Talib

dianggap dibacakan, Yang Mulia, pada halaman 16.

89.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:51]

Ya. Oke, lanjut.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:52]

Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan
berdasarkan data tidak ada perbedaan data hasil pada 10 TPS antara
Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada
Kecamatan Bacan Selatan dan Model Formulir D. Kabupaten/Kota (Bukti
T-1, Bukti T-2, Bukti T-3) tidak ada perbedaan data terkait dengan
perolehan suara Calon Nomor Urut 1.

Selanjutnya pada tabel 4 perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:15]
Ya. Dianggap dibacakan, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [47:16]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa setelah melihat persandingan data di atas dan
mendasarkan ... tidak ada perbedaan terkait dengan perolehan suara
Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa selanjutnya Termohon akan menguraikan terkait dengan 5
TPS dari 15 TPS yang diuraikan Pemohon, sebagai berikut.

1. Bahwa terdapat 5 TPS yang Termohon diuraikan diantaranya
TPS 5 Desa Gandasuli, TPS 2 Kampung Makian, TPS 2 Desa Kupal, TPS 3
Desa Kupal, dan TPS 7 Desa Kupal. Terkait dengan tabel 5 perolehan
halaman 20, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalam 5 TPS sebagaimana tabel di atas, Termohon dapat
menjelaskan bahwa hal tersebut tidak lain terjadi karena human error
dalam penghitungan suara Calon Nomor Urut 1 menyebabkan perbedaan
pada Model C.Hasil dan Model D.Hasil sejumlah 6 suara. Dengan adanya
Jumlah 6 suara tersebut tidak akan mempengaruhi secara signifikan
terkait dengan perolehan suara pihak manapun.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:04]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [48:05]
Bahwa pemaknaan jumlah suara yang signifikan sejalan dengan

ketentuan dalam Pasal 5 PMK 2 Tahun 2023, dianggap dibacakan, Yang
Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:12]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [48:12]

Sehingga apabila suara dari Calon Nomor Urut 1, Safri Talib
sebesar 1.122 suara dikurangi dengan suara selisih, yakni sebagai
berikut. Dikurang 6 menjadi 1.116 suara.

Bahwa kalaupun disandingkan suara Pemohon sebesar 1.099
suara, tidak akan mengungguli perolehan suara dari Calon Nomor Urut 1,
Safri Talib sebesar 1.116 suara. Namun demikian terhadap perolehan
suara PKB pada Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 berdasarkan data
Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil Kecamatan pada Kecamatan
Bacan Selatan dan Model Formulir D.Hasil.KabKo (Bukti T-1, T-2, dan T-
3) tetap memperoleh sebesar 158 suara dikarenakan suara yang
berkurang hanyalah milik Caleg Nomor Urut 1, Safri Talib. Bahwa selama
penghitungan suara Pemohon juga disaksikan saksi, atas nama Sofyan A.
Kadir dan Rustam Husen berdasarkan Surat Mandat Nomor 072, saksi
rekapitulasi tingkat kecamatan Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 17
Februari 2024 dan M. Yunus Najar, M.Si., serta Safri Talib berdasarkan
Surat Mandat 075 dan seterusnya, pada tanggal 28 Februari 2024.

Bahwa selama penghitungan rekapitulasi suara tidak ada satupun
saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mengajukan keberatan atas
rekapitulasi penghitungan suara maupun kejadian khusus di Kecamatan
Bacan Selatan.

Bahwa atas adanya uraian tersebut, maka sudah seharusnya
Permohonan Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Adapun
hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum anggota
DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 yang benar menurut
Termohon sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:42]

Ini ... apa ... 1.116 dan 1.099 itu setelah koreksi yang human error
6 itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [49:51]
Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:52]

Oke, menurut Termohon?
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100. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [49:56]

Ya, Yang Mulia.

Menetapkan perolehan suara PKB penghitungan umum anggota
DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 sebesar 158 suara.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan
putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya,
menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk
seluruhnya.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024.

Sedangkan ... tiga. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan
Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon sebagai berikut.
Perolehan suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa menurut
Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera
Selatan. Nama calon:

1. Safri Talib, perlengkapan suara 1.116.

2. Billy Theodorus=1099.

Empat. Menetapkan perolehan suara PKB sepanjang Daerah
Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 sebesar 198[sic!] suara.

Atau apabila yang memulai Majelis Hakim Pemeriksa pada
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:17]
Terima kasih. Cukup, ya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [51:18]
Cukup.

103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:20]

Ini tidak ada Pihak Terkait.
Bawaslu, silakan. Pokok-pokoknya saja, Pak.
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104. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [51:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin membacakan keterangan ... menyampaikan keterangan
Bawaslu untuk Nomor Perkara 156. Terkait dengan Perkara 156, kita
mulai ... Bawaslu akan memberi keterangan dimulai dengan halaman 3.

Bahwa terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh
Pemohon, Bawaslu telah melakukan beberapa tindakan pencegahan di
poin 1.1 sampai 1.3, dianggap dibacakan.

Kemudian, yang terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon
untuk 15 TPS di 4 desa. Bahwa Calon Legislatif Nomor 1, atas nama Saftri
Talib, S.H., yang diambil atau digeser dari perolehan suara partai PKB di
4 desa tersebar di 15 TPS Kecamatan Bacan Selatan, yakni terdiri dari
Desa Gandasuli TPS 4=3 suara. Desa Kampung Makian, TPS 001=2
suara, TPS 002=1 suara, TPS 003=1 suara, TPS 004=4 suara, TPS
007=3 suara, TPS 009=2 suara. Kemudian di Desa Mandaong terdiri dari
TPS 002=2 suara, TPS 004=4 suara, TPS 007=2 suara, TPS 008=1
suara, TPS 00 ... 014=1 suara. Dan Desa Kupal terdiri dari TPS 002=1
suara, TPS 003=1 suara, dan TPS 007=2 suara.

Terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu memberi
keterangan di halaman 4 sampai dengan halaman 15, berdasarkan Bukti
C.Hasil Salinan yang itu sudah disampaikan di vide Bukti 335 sampai
dengan 33.37 di halaman 15. Maka, Bawaslu pada pokoknya memberi
keterangan bahwa tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang
disampaikan oleh Pemohon ataupun saksi dari Partai PKB di seluruh TPS
yang dimohonkan oleh Pemohon.

Yang selanjutnya terkait dengan pokok permohonan yang berikut
bahwa Bawaslu Halmahera Selatan telah menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon Billy Theodorus kepada
Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi kemudian melimpahkan karena locus
delicti-nya ada di Halmahera Selatan melalui surat pelimpahan Nomor
045.4/PP/01.01/K/MU/03 Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tindak lanjut yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Bawaslu
bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rapat pleno
untuk meregistrasi pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang
dilaporkan oleh Pemohon. Kemudian selanjutnya, melalui Sentra
Gakkumdu melakukan rapat kemudian membahas bersama dengan
Kepolisian dan Kejaksaan Halmahera Selatan menyepakati untuk
melanjutkan ke tahapan klarifikasi para pihak dan penyelidikan, vide
Bukti PK.33-39.

Bahwa hasil klarifikasi kepada para pihak dibahas dalam rapat
pembahasan kedua Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam berita
acara pembahasan pada tanggal 25 April dan menghasilkan kesimpulan
laporan-laporan. Laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai
pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam
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Ketentuan Pasal 532 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, vide Bukti PK.33-40.

Selanjutnya bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan
mengeluarkan status laporan atas laporan dugaan Pelanggaran Pemilu
Nomor 008/Reg/LP/PL/Kab/32.04/111/2024 dengan status laporan,
pelapor tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu,
namun laporan pelapor terbukti sebagai pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu, vide Bukti 33-41.

Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Bawaslu Kabupaten
Halmahera Selatan mengeluarkan surat rekomendasi pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan
dengan Nomor 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/32.04/1V/2024, vide Bukti PK
33-42.

Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Bawaslu Kabupaten
Halmahera Selatan menyampaikan surat pemberitahuan status laporan
kepada pelapor dengan Nomor 116/PP.00.02/K.MU-04/04/2024, vide
Bukti PK 33-43.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat
dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu
Provinsi Maluku Utara.

Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:14]

Terima kasih.
Ini pelanggaran kode etiknya, apa ini? Yang disampaikan itu.

BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [57:23]

Izin, Yang Mulia.
Nanti dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:24]

Oke. Silakan, coba.
Diberikan, ya.

BAWASLU: RAIS KAHAR [58:30]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Dapat kami sampaikan kaitan dengan persoalan pelimpahan
laporan. Untuk etiknya adalah kaitan dengan prosedur, pelaksanaan
tugas yang dilakukan oleh PPK pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat
kecamatan.
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109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:44]
Ya. Dalam bentuk apa? Langgaran prosedurnya apa?
110. BAWASLU: RAIS KAHAR [58:13]
Terkait dengan rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kecamatan.
111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:18]
Oke, nanti kami lihat buktinya ya, kan di (...)
112, BAWASLU: RAIS KAHAR [58:16]
Siap.
113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:16]
Sebut nih, Bukti PK 33 sampai 42, ya?
114. BAWASLU: RAIS KAHAR [58:24]
Siap.
115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:26]

Oke. Baik, terima kasih. Cukup, ya, untuk Perkara 156 ini? Kami
kembalikan kepada Pak Ketua.

116. KETUA: SALDI ISRA [58:38]

Terima kasih.
Silakan dilanjutkan Pak Arsul untuk Perkara 162.

117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:46]
Baik. Kita sekarang memasuki Perkara 162, PKB dan ... ada Pihak
Terkaitnya, ya? Hadir, Pihak Terkaitnya? 162. Mujain Bessy ada, ya?
Oke. Kami persilakan pada Kuasa Termohon untuk menyampaikan
jawaban atas Permohonan. Pokok-pokoknya saja, ya. Baik. Terima kasih.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [59:21]

Izin, Yang Mulia. Kami ingin melakukan renvoi penambahan untuk
di Petitum poin ketiga.
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Bahwa di Dapil ... Dapil 3 Kabupaten Halmahera Barat, Partai PKB
di Kecamatan Zbu. Jadi, tambah di Kecamatan Ibu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:39]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [59:38]
1zin.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:39]

Baik.

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [59:39]

Langsung, Yang Mulia. Izin, kami akan membacakan jawaban
Termohon KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD
Kabupaten Halmahera, Nomor 162 yang dimohonkan atas nama Desi
Muray [!sic].

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:00]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:02]

Kedudukan Termohon dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:02]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:05]

Tenggang Waktu, dianggap dibacakan juga.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:05]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:05]
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Permohonan 1.4, Permohonan tidak jelas atau obscuur libel.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:08]

Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:08]

Menurut Termohon bahwa dalam permohonan Pemohon dalam
halaman 20, poin 1, 2 .. 1.2.5 yang berbunyi, “Namun hingga
permohonan ini diajukan ke Mahkamah Termohon tidak mengidahkan
keberatan baik dari Pemohon dan Bawaslu Halmahera.”

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:22]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:22]

Tanggapan Termohon. Bahwa terkait adanya keberatan
disampaikan oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Halmahera yang sudah
diberikan rekomendasi oleh Bawaslu Halmahera Barat dengan Nomor 01
dan selanjutnya. Dan terkait hal itu, seharusnya bukan menjadi
Kewenangan MK. Bahwa berdasarkan Putusan MK Republik Indonesia
Nomor 1/PHPU dan selanjutnya di halaman 187 terkait pertimbangan
Hakim menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:50]
Ya. Oke, terus.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:51]

2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tabel 26, halaman 18
yang berbunyi penggelembungan suara Termohon kepada Calon
Anggota DPRD Halmahera Barat Dapil 3, Nomor Urut 01 Mujain Bessy,
tabel 27 halaman 20 ... tabel 10 yang berbunyi bahwa berdasarkan Bukti
P-3 sampai P-39, Tanggapan Termohon bahwa terkait adanya
penggelembungan suara yang disampaikan oleh Pemohon dalam
Permohonan. Pemohon tidak menjabarkan secara detail dan terperinci
terkait adanya perselesihan yang terdapat di masing-masing TPS.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:23]

Oke.
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KUASA HUKUM TERMOHON: YOSTI HERMAN [01:01:26]

Pemohon dalam hal ini hanya menjabarkan terkait selisih pada
D.Hasil Kecamatan dalam rapat dari rekapitulasi tingkat kabupaten di
Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam Pokok Permohonan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:38]
Oke, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:01:42]

2 ... Poin 2.1, Yang Mulia. Perolehan suara Termohon ... partai
politik menurut Termohon untuk pengisian Anggota DPRD, tabel 1
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:50]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:01:53]

Bahwa perolehan suara setiap TPS di Kecamatan Ibu, sebagai
berikut. Jadi izin, Yang Mulia, untuk bukti di desa-desa tabel tersebut
adalah persandingan suara per desa yang ada di Kecamatan Ibu, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:05]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:02:05]

Dari halaman 9 sampai halaman 14, Yang Mulia.

Lanjut, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan
suara di atas, menurut Termohon adalah keliru dan tidak benar
dikarenakan data yang dimiliki Pemohon dan Termohon sudah sama dan
tidak memiliki perbedaan berdasarkan pada C.Hasil DPRD Kabko (Bukti
T-4 sampai T-20) dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Ibu
(Bukti T-2).
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:37]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:02:39]

Bahwa terkait dengan adanya selisih ada D.Hasil Kecamatan Ibu
antara pihak Termohon dan Pemohon. Dalam hal ini, Pihak Pemohon
tidak menjabarkan terkait selisih surat suara tersebut di TPS mana saja.
Sedangkan untuk data pembanding terkait adanya selisih antara Mujain
Bessy dan Desiana Muray [!sic] harus didetailkan di TPS mana saja yang
sudah terjadi perubahan, baik itu pengurangan maupun penambahan
surat suara tersebut.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:03]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:06]

2.2. Terkait rekapitulasi pada tingkat Kabupaten di Dapil 3,
Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa dalam Pleno Kabupaten
Halmahera Barat.

Izin, Yang Mulia. Terkait 2 ... 2 poin 2.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:17]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:20]

Diganti Halmahera Barat.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:20]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:20]

Renvoi, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:20]

Apa yang mau direnvoi?
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KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:25]

Di terkait yang poin 2.2. Terkait rekapitulasi tingkat kabupaten di
Dapil Kabupaten Halmahera Barat itu kan Selatan, Yang Mulia. Izin, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:31]

Ya. Baik lanjut. bahwa dalam Pleno Kabupaten Halmahera Barat,
Pemohon dalam permohonannya menyampaikan terkait
pengelompongan suara Termohon di Kecamatan Ibu. Tabel dianggap
dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:44]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:47]

Bahwa penghitungan Termohon berdasarkan D.Hasil Kecamatan
DPRD Kabko Kecamatan Ibu telah sesuai dan tidak terdapat kekeliruan
serta sudah disetujui oleh saksi mandat di tingkat Kecamatan Ibu dengan
Nomor Surat 431. dan selanjutnya, atas nama Anwar Djabid dan izin,
Yang Mulia, untuk tabelnya dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:07]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:04:08]

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan di poin
1.2 bahwa Termohon tidak memiliki dasar perhitungan jelas, sedangkan
dalam rapat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ibu, serta tingkat
Kabupaten Halmahera Barat tidak ada sama sekali keberatan yang
berdasarkan ... yang berdasarkan keja ... Catatan Kejadian Khusus
dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi hasil pemungutan perolehan suara
Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Ibu (Bukti T-3 dan Bukti T-4)

Yang disampaikan oleh Pihak Partai Kebangkitan Bangsa melalui
saksi mandat partai, di Tingkat Kecamatan Ibu, dengan Nomor Surat 431
dan selanjutnya atas nama Anwar Djabid dan saksi mandat partai di
tingkat Kabupaten Halmahera dengan Nomor Surat 435 dan selanjutnya
atas nama Riwan Hi. Kadam (Bukti T-24)
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Bahwa saksi mandat dalam partai ... dari Partai PKB menertangani
Hasil Rekapitulasi (Bukti T-1) baik di Tingkat Kecamatan Ibu, maupun di
Tingkat Kabupaten Halmahera.

1zin, Yang Mulia. Yang Selatan diganti Barat, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:08]

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:05:10]

Bukti T-2.

Sehingga dalam disampaikan oleh pihak Pemohon dalam
permohonan tidak benar dan tidak berdasar.

2.3 Poin. Terkait keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

Izin, Yang Mulia. Izin lagi, diganti lagi, Yang Mulia. Bahwa dalam
keberatan (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:30]

Ini diganti apa, ini? Ini barat, lagi?
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:05:32]

Siap, Yang Mulia. Yang selatan diganti barat. 1zin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:36]

Ngantuk ini, ngetiknya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:05:39]

Siap. Izin melanjutkan, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:44]

Oke, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:05:45]

Bahwa dalam hal keberatan disampaikan Bawaslu Halmahera
Barat pada Forum Rapat Pleno Kabupaten Halmahera Barat yang tidak

ditanggapi oleh Termohon adalah bukan kejadian yang sebenarnya,
menurut Termohon dikarenakan pada saat Bawaslu Kabupaten
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Halmahera Barat mengajukan keberatan, Bawaslu mengajukannya pada
hari berikutnya bukan pada saat rapat rekapitulasi tingkat kabupaten.

Memang pada saat Rapat Pleno a quo, Bawaslu kabupaten
menyampaikan secara lisan kepada Termohon, tetapi pada saat Bawaslu
Kabupaten ... pada saat Bawaslu Kabupaten Halmahera tidak membawa
data pembanding sehingga secara tertulisnya akan dilampirkan besok
harinya.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:24]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:06:24]

Bahwa terkait keberatan ... keberatan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, Termohon sudah menanggapi
melalui surat nomor 42 dan seterusnya tanggal 4 Maret ... tanggal 8
Maret dengan perihal balasan surat Bawaslu Halmahera Barat (Bukti T-
22). Yang menyampaikan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:43]
Ya, oke. 1, 2, 3 (...).
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:06:44]

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalii Pemohon dalam
permohonannya tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid dalam
permohonan a quo, maka secara mutatis dan mutandis, dalil Pemohon
tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi kualifikasi serta
me ... serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah ... Hakim
Mahkamah, yang memeriksa dan mengadili markara ... perkara a quo
untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Poin ketiga. Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

Dalam Eksepsi.
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
Menyatakan benar ... benar keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

N =
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3. Menetapkan perolehan suara yang benar dan untuk pengisian
Anggota DPR sebagai berikut.
a. Perolehan suara Pemohon Partai PKB di Kabupaten

Halmahera Dapil 3 untuk pengisian Anggota Dewan, Dapil
3 Kabupaten Halmahera Barat, Partai PKB di Kecamatan
Ibu, tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:57]

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:07:57]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya, hormat kami Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:05]
Baik, terima kasih. Cukup, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:08:07]
Cukup, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:10]

Oke. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada Pihak
Terkait. Silakan, untuk menyampaikan tanggapan Pihak Terkait.

KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:08:21]

176.

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami lanjut saja untuk membacakan keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 162-02-01-
32/PHPU. DPR.DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh perseorangan
Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai
Kebangkitan Bangsa.

Izin, Yang Mulia. Untuk angka 1 dalam eksepsi, mohon anggap
dibacakan, Yang Mulia, di halaman 2.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:06]

Ya.
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KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:09:06]

178.

179.

Kami langsung dibagian B dalam Pokok Perkara.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:11]
Oke, silakan.

KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:09:12]

180.

181.

1. Bahwa terkait dengan ... bahwa Pihak Terkait menegaskan
dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di
Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan
Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat 3 untuk pengisian
Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat telah berjalan sesuai dengan
jadwal dan tahapan berlangsung dengan baik, lancar dan aman dan
tertib, sesuai dengan prinsip lubir dan jurdil dan sesuai ketentuan yang
berlaku.

2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024
telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pula, dengan pelaksanaan
pemungutan suara maupun perhitungan perolehan suara di TPS-TPS
semua berjalan dengan baik. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh
saksi Pemohon.

Selanjutnya. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan hingga
rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya
pada saat pungut hitung ditingkat TPS. Dengan kata lain, secara
keseluruhan proses pemungutan maupun perhitungan suara diseluruh
Kabupaten Halmahera Barat berjalan dengan aman, tertib dan sesuai
ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber, jurdil (...)

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:30]
Oke. Langsung saja ke poin 5 ... angka 5.

KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:10:35]

Bahwa setelah mempelajari dalil Pemohon pada pokoknya, Pemohon

mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Ibu,
Kabupaten Halmahera Barat terhadap dalil tersebut, dapat Pihak Terkait
tanggapi sebagai berikut.
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Total ... bahwa total perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di
Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut. Izin, Yang
Mulia. Untuk (...)

182. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:00]

Yang dibacakan boleh yang antara Pemohon dan Pihak Terkait saja.
Kalau mau dibacakan, mau dilewati juga enggak apa-apa tabelnya.

183. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:11:12]

Ya. Izin, Yang Mulia. Untuk di halaman 4 sampai dengan halaman 12,
mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:19]
Oke.

185. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:11:20]

Kami lanjut di halaman 13, Yang Mulia.
186. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:23]
Silakan.

187. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:11:24]

8. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara pada
umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat untuk
pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada khususnya
telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan berlangsung dengan
baik, lancar, aman, dan tertib, sesuai dengan prinsip lubir dan jurdil dan
sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa (...)

188. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:48]
Oke. Langsung ke angka 10 saja.

189. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:11:51]
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Bahwa berdasarkan fakta dan ... fakta dan hukum sebagaimana
dikemukakan diatas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalikan
Pemohon a quo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut
hukum, keseluruhan peristiwa sebagaimana dilakukan oleh Pemohon in
casu bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum
dan keadilan umum atau general justice prinsip, tidak seorang pun boleh
diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya
sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan
pelanggaran yang dilakukannya oleh orang lain.

Oleh karenanya, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

190. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:29]
Petitum.

191. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:12:29]

Lanjut pada Petitum, Yang Mulia.
192. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:31]
Ya.

193. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:12:31]

Berdasarkan uraian sebagaimana di ... tersebut di atas, Pihak
Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait,

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur libel).
Dalam pokok perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan ke Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal
20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara di tingkat nasional dan Berita Acara Nomor
217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
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Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum
Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait
adalah masing-masing sebagai berikut.

Nama (...)

194. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:45]
Totalnya dibacakan, deh. Tot ... angka totalnya.

KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:
AHMAD RUMASUKUN [01:13:50]

1. Mujain Bessy, S.Ip., M.Si. total= 646. 2. Desiana Murary, S.E.
Total 628.

195. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:02]
Oke.

196. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:14:03]

Demikian, Yang Mulia.
197. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:05]
Oke. Baik, cukup?

198. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:14:07]

Cukup, Yang Mulia.
199. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:08]

Cukup, terima kasih. Ya. Pihak Terkait.
Kami persilakan, Bawaslu.

200. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:14:17]

Izin, Yang Mulia. Bawaslu akan menyampaikan keterangan terkait
Permohonan 162.
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HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:25]
Ya.
BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:14:25]

Untuk tindak lanjut laporan dan temuan, dianggap dibacakan.
Keterangan Bawaslu provinsi berkaitan dengan  Pokok
Permasalahan akan kami bacakan mulai dari halaman 10.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:39]
Oke, silakan.
BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:14:40]

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait hasil
perolehan suara di tingkat kecamatan pada kecamatan Loloda, Loloda
Tengah, Ibu Utara, berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil
Pengawasan oleh panwascam di tiga kecamatan tersebut tidak terdapat
keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau peserta pemilu
lainnya.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:03]
Oke.
BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:15:04]

Berdasarkan Formulir Model A LHP untuk Kecamatan Ibu, bawas
... akan diuraikan sebagai berikut.

Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan, tidak terdapat
keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau peserta pemilu
lainnya, maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu
Kecamatan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Ibu tidak dapat mengidentifikasi
ketidaksesuaian antara perolehan suara pada Form C.Hasil DPRD
Kabupaten/Kota dengan Form D.Hasil Kecamatan dikarenakan sampai
dengan akhir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
Kecamatan Ibu, pada tanggal 24 Februari 2024, belum mendapatkan
Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Ibu dan
Panwaslu Kecamatan Ibu baru menerima Form D.Hasil Kecamatan pada
tanggal 29 Februari 2024 atau bertepatan dengan hari pertama



207.

208.

209.

210.

211.

43

dimulainya Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera
Barat.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:04]
Oke.
BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:16:05]

Yang berikut terkait dalil Pemohon berkaitan dengan rekapitulasi
penghitungan suara pada tingkat kabupaten dapat kami sampaikan
sebagai berikut.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halbar telah melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Pleno yang dimulai sejak tanggal 29
Februari sampai dengan 7 Maret 2024.

Bahwa untuk Kecamatan Loloda Tengah, Loloda, dan Kecamatan
Ibu Utara tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon
atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang
diidentifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait
rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis pemilu DPRD
kabupaten.

Bahwa selanjutnya hasil penghitungan perolehan suara tingkat
Kabupaten untuk Kecamatan Ibu terdapat selisih perolehan suara Calon
DPRD Kabupaten Dapil 3, Kabupaten Halmahera Barat dari Partai
Kebangkitan Bangsa antara hasil rekap formulir Model C.Hasil DPRD
kabupaten/kota dengan formulir D. Hasil Kecamatan DPRD
kabupaten/kota untuk Kecamatan Ibu yang ditetapkan oleh PPK
Kecamatan Ibu. (Bukti vide PK-33 sampai 325... datar 25).

Bahwa terhadap selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud
Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan pencermatan dan
menemukan adanya selisih perolehan suara pada 19 TPS di Kecamatan
Ibu dengan rincian TPS 1 di Desa (...)

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:33]
Dianggap dibacakan, ya.

BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:36]
Dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:37]

Yang tabel (...)



212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

44

BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:40]
Sampai dengan (...)
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:43]
TPS 1 Togala Wayoli sampai dengan halaman 19, ya.
BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:45]
Ya. Sampai dengan TPS Gam Ici.
HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:47]
Ya.
BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:47]

Kemudian tabel penyandingan perolehan suara dianggap
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:49]
Ya, silakan.
BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:50]

Kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan
kewenangannya telah melakukan upaya pencegahan dengan
menyampaikan keberatan terkait selisih perolehan suara pada calon
DPRD kabupaten/kota untuk PKB di Kecamatan Ibu secara lisan pada
Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten
dan selanjutnya secara tertulis ke dalam Formulir Model C. Kejadian
Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, tertanggal 5 Maret 2024, kepada
KPU Halmahera Barat.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:23]
Ya.
BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:18:23]
Bahwa selanjutnya Bawaslu ...Halma... Halmahera Barat,

menyampaikan rekomendasi perbaikan terkait selisih perolehan suara di
calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3 Halbar Partai Kebangkitan
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Bangsa di Kecamatan Ibu, kepada KPU Halmahera Barat, melalui surat
ketua Bawaslu Halbar dengan Nomor 0109, tertanggal 6 Maret 2024.

Bahwa terhadap rekomendasi saran perbaikan tersebut, KPU
Halmahera Barat, tidak menindaklanjuti sampai akhir pelaksanaan Rapat
Pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara di tingkat
kabupaten pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 02.30 WIT.

Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil
penghitungan suara di tingkat Provinsi terhadap selisih dimaksud,
Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan saran dan
rekomendasi secara lisan dan tertulis melalui surat ketua Bawaslu
Provinsi Maluku Utara Nomor 50 tertanggal 8 Maret 2024 perihal Saran
Perbaikan Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya
meminta kepada KPU Provinsi untuk menyelesaikan catatan kejadian
khusus serta rekomendasi atau saran perbaikan Bawaslu Kabupaten
...Halme... Halmahera Barat.

Bahwa KPU Halbar menyampaikan surat ketua KPU Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 42 tertanggal 8 Maret 2024 yang pada
pokoknya terhadap saran perbaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Halmahera Barat pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat
tingkat Kabupaten Halmahera Barat tidak terdapat keberatan yang
diajukan oleh saksi pemohon dan/atau Bawaslu.

Bahwa oleh karena rekomendasi Bawaslu Halbar dimaksud di atas
tidak ditindaklanjuti oleh KPU Halmahera Barat sampai dengan batas
akhir pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat
Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan
Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat meregister temuan
dengan Nomor 003, tanggal 21 Maret 2024 dan mendapat ... dengan
materi perbuatan menyebabkan suara peserta pemilu tertentu
mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu
tertentu menjadi berkurang dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU
Halmahera Barat, dan PPK Kecamatan Ibu.

Bahwa selanjutnya temuan a quo berdasarkan pembahasan
Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Halmahera Barat
disimpulkan untuk diteruskan ke tingkat penyidikan melalui Surat
Laporan Polisi Nomor 0089, tertanggal 16 April 2024.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat
dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno
Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:06]

Baik, terima kasih kepada Bawaslu, ya.

Ini kalau kita lihat ada perbedaan antara keterangan ... apa ...
jawaban Termohon dengan apa yang disampaikan Bawaslu, ya. Nanti
kami tentu akan mencermati, melihat, terutama kalau perkara ini, ya,
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lanjut ke tahap pembuktian, ya, itu nanti pasti kami akan lihat, termasuk
juga signifikansinya. Dari temuan Bawaslu yang disampaikan di sini, kami
tentu harus lihat juga bukti yang disampaikan oleh Bawaslu, PK-PK ini,
ya, dan nanti melihat juga dari apa yang menjadi jawaban dari
Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti dari masing-masing. Gitu
kira-kira Pemohon, ya, itu sikap kami. Terima kasih sekali lagi, kami
kembalikan kepada Pak Ketua.

KETUA: SALDI ISRA [01:22:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Termasuk juga nanti
kami akan konfirmasi soal keabsahan rekomendasi itu, ya. Ini karena
dua-duanya dari PKB, ya, itu dua-duanya dapat rekomendasi. Betul, ya?
Itu, soalnya susah sekali membedakan ini tanda tangan asli atau tanda
tangan yang di ... apa ... kita tidak punya instrumen untuk menilai
keaslian tanda tangannya.

Berikut untuk Perkara 136. Kuasa Hukum Termohon silakan, 136.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:22:50]

Izin, Yang Mulia?

KETUA: SALDI ISRA [01:22:51]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:22:51]

Terima kasih.

Langsung kami akan membacakan Jawaban Termohon untuk
Perkara 136, Pemohon Partai Gerindra untuk pengisian calon anggota
DPR RI, Daerah Pemilihan Maluku Utara.

KETUA: SALDI ISRA [01:23:10]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:11]

DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1,
dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Daerah Pemilihan

Halmahera Utara 1.

KETUA: SALDI ISRA [01:23:21]
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Silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:23]

Ya. Dalam eksepsi. Untuk Kewenangan Mahkamah dianggap
dibacakan.

KETUA: SALDI ISRA [01:23:31]

Eksepsinya dianggap dibacakan, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:30]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:23:30]

Soal kewenangan, dianggap dibacakan?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:36]

1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel.
KETUA: SALDI ISRA [01:23:36]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:42]

Dibacakan pada Poin 2.

KETUA: SALDI ISRA KUASA [01:23:43]

Ya.

HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:45]

Bahwa terhadap apa yang disebutkan oleh Pemohon tidak
memiliki kesesuaian antara pokok permohonan Pemohon pada angka 4.1
dengan Petitum Pemohon yang disebutkan pada angka 3 untuk
pengisian keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Maluku Utara. Yang
mana ketidaksesuaiannya antara Permohonan Pemohon dengan Petitum
Pemohon, ada pada permintaannya untuk dilakukan pemungutan suara

ulang (PSU) di keseluruh Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan
yang didalilkan dalam Permohonan hanyalah 17 kecamatan, pada
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Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan kecamatan yang terdapat
pada Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah 30 kecamatan, sehingga
.. sehingga antara dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon
tidak sejalan.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:24]
Oke. Jadi ini di sini ada ... ada 30 kecamatan, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:24:26]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:31]
Dia minta seluruh kecamatan di Halmahera Selatan, begitu?
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:24:33]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:24:34]

Tapi, yang dia sebutkan 17, padahal kecamatan itu adanya 30,
ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:24:38]
Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:24:39]
Silakan, lanjut.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:24:41]

Baik.

Poin 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada
Majelis Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan
menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, dalam Pokok Permohonan. Langsung kepada poin nomor 2 (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:25:01]
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Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:25:01]

Angka Nomor 2. Bahwa, atas dalil Pemohon tentang hasil
perolehan suara sebanyak 64.089 adalah hasil yang keliru. Tentang hal
tersebut, Termohon dengan tegas menyatakan tidak berdasar
dikarenakan Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil
dengan bukti pembanding.

Lanjut kepada langsung poin kelima, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:25:19]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:25:20]

Bahwa, dalil Pemohon pada Angka 10 mengenai pelanggaran dan
kecurangan terkait adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos
kertas suara untuk pengisian calon legislatif DPR RI, padahal pemilih
tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP Maluku
pada 13 TPS Desa Kawasi, Kecamatan Obi. Untuk TPS-nya dianggap
dibacakan.

Bahwa atas dalil tersebut, Pemohon tidak menyebutkan atas
nama siapa saja yang diduga tidak memiliki KTP Maluku Utara sehingga
dalil Permohonan Pemohon tidak jelas.

Selanjutnya, mengenai pemilih yang berasal dari (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:25:52]

Ini TPS-TPS yang kasih kode 9 ini TPS khusus, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:25:56]

Ya. Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:25:56]
Betul?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:25:57]

Ya.
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KETUA: SALDI ISRA [01:25:58]
Oke, lanjut.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:01]
Pemilih yang berasal dari Provinsi Maluku Utara kurang dari 20
jiwa. Bahwa atas dalil tersebut juga tidak berdasar dan tidak jelas
dengan sekadar asumsi Pemohon karena tidak didasarkan dengan data
yang jelas atas klaim mengenai pemilih di Provinsi Maluku Utara kurang
dari 20 jiwa.
KETUA: SALDI ISRA [01:26:18]
Itu halaman berapa?
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:20]
Lanjutan tadi, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:26:22]
Yang kurang dari 20 jiwa itu? Oh, ya. Ini, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:26]
Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:26:27]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:28]
Betul. Baik, lanjut, Yang Mulia?
KETUA: SALDI ISRA [01:26:32]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:34]
Bahwa, mengenai dalil Pemohon dimana ditemukan adanya

penambahan DPTb sementara, di DPT tidak ditemukan penambahan
adalah tidak benar. Karena pada faktanya di tingkat TPS pada kecamatan
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yang disebutkan pada dalil Permohonan tidak ada bukti adanya
keberatan atau daftar kejadian khusus, terkhusus mengenai adanya
perbedaan yang ditemukan di beberapa TPS. TPS yang ... TPS-nya
disebut ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:26:58]

Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:58]

Di situ, ada 17 kecamatan.
KETUA: SALDI ISRA [01:27:03]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:27:04]

Baik. Bahwa mengenai dalil Pemohon menemukan kecurangan
perihal daftar pemilihan khusus. Di mana, pemilih yang dimasukkan
dalam DPK tanpa dilakukan pengecekan di DPT, maupun DPTb terlebih
dahulu ada dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas karena menurut
Termohon semua proses yang terjadi pada tingkat TPS, telah selesai dan
tuntas. Selanjutnya.

KETUA: SALDI ISRA [01:27:28]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:27:29]

Pada angka 8. Langsung, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:27:31]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:27:32]

Halaman 18.

Bahwa, tentang dalil Pemohon mengenai kecurangan modus
operandi merubah perolehan suara seorang Caleg Partai Nasdem dimana

membayar sebesar Rp15.000.000,00 guna menaikkan suaranya di Plano
Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Halmahera adalah dalil yang mengada-
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ada dan tidak benar karena Pemohon tidak menyebutkan siapa atau
kepada siapa, dengan bukti apa, sehingga tidak jelas dalil Permohonan
Pemohon.

KETUA: SALDI ISRA [01:27:58]

Oke. Jadi yang dari halaman ... sebentar, ya. Halaman 10 sampai 18 itu,

itu uraian TPS-TPS di 13 kecamatan itu, ya?

273.
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280.

281.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:08]
Ya. Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:10]
13 atau 17 tadi?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:12]
17 untuk yang ini.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:12]
17 kecamatan?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:14]
Ya.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:15]
Oke, lanjut.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:17]

Baik. Sebelumnya izin, Yang Mulia, untuk renvoi seharusnya ini
adalah 2.2 ... eh ... ini 2.1.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:26]
Oke, tertulis 1.2
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:27]

Ya, 1.2.
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KETUA: SALDI ISRA [01:28:28]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:30]
Baik.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:35]
Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:37]
Ya, perolehan suara.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:39]
Ini untuk provinsi lagi ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:41]
Ya, Yang Mulia, ini untuk provinsi.

KETUA: SALDI ISRA [01:28:44]

Jadi, di Permohonan 136 ini ada untuk DPR RI, ada untuk
provinsi, dan ada untuk Halmahera Utara, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:50]
kabupaten/kota, betul.
KETUA: SALDI ISRA [01:28:51]
Ya, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:54]
Baik. Untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia?
1. Terjadinya penambahan perolehan suara, bagi Partai Garda
Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku

Utara 1, sebanyak satu suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan
Form Model D.Hasil Kabko DPRD Prov (Bukti T-2), perolehan suara bagi
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Partai Garda Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara sebanyak 6.273
suara.

4. Bahwa Dalil Pemohon dalam Permohonan a quo angka 5,
halaman 14 dan 15, yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah
menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat
Kecamatan Jailolo, tetapi Termohon tidak mengakomodir dan
memperhatikan keberatan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar,
merupakan fakta hukum:

A. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dari kecamatan dalam wilayah
kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024 model D.Hasil
Kabupaten DPRD Prov, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1
(Bukti T-3), Kabupaten Halmahera Barat jumlah suara sah partai
politik dan calon ... jumlah suara sah partai politik dan calon=
7.233 suara untuk partai Gerindra. Jumlah suara sah partai
politik dan calon= 2.329 suara untuk partai Garuda.

B. Bahwa selama rapat pleno di tingkat Kecamatan Jailolo, Dapil
Halmahera Barat 1, yang dimulai pada tanggal 20 Februari 2024,
sampai selesai tanggal 2 Maret 2024 tidak ada keberatan saksi
dari Pemohon yang diajukan kepada Termohon, dan Pemohon
menerima hasil Pleno di tingkat Kecamatan Jailolo, serta
menandatangani Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dari setiap TPS dalam wilayah
Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, model D.Haslil
Kecamatan DPRD Prov (Bukti T-4).

C. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten yang
dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai selesai
tanggal 7 Maret 2024 di Aula Kantor KPU Kabupaten Halmahera
Barat, Jalan Pengayoman Hoku Hoku Kie, Kecamatan Jailolo,
saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil yang
ditetapkan oleh Termohon

D. Bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon yang menitikberatkan
pada permasalahan di 4 TPS, Kecamatan Jailolo antara lain.

a. Bahwa menurut dalil Pemohon di TPS 1 dan 2 Desa Saria,
penghitungan suara dan rekap perhitungan suara
dilaksanakan sekitar pukul 03.00 WIT, dan tidak dilakukan
secara terbuka dan transparan adalah dalil yang mengada-
ada dan tanpa bukti karena berdasarkan foto saat
penghitungan dan rekapitulasi (Bukti T-10) jelas
dilaksanakan sesuai dan terbuka untuk umum, dan dapat
dilihat pada Model C.Hasil DPRD Prov, untuk Desa Saria di
TPS 1 dan TPS 2 (Bukti T-11 dan bukti T-12).
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b. Bahwa Menurut dalil Pemohon tentang dugaan kesalahan
perhitungan untuk Caleg Partai Garda Republik Indonesia
Nomor 07 atas nama Abdillah Albar adalah dugaan yang
tidak berdasar karena tidak jelas pada C.Hasil DPRD Prov
pada halaman 1 dan halaman 12 (Bukti T-12). Kolom ...
kolom saksi disaksikan oleh saksi Pemohon yang
menandatangani Form C.Hasil tersebut sehingga atas hasil
tersebut dianggap telah sah.

c. Bahwa tentang dalil Pemohon tentang adanya pengakuan
Saksi atas nama Nurdin Muhammad dan keluarga telah
mencoblos Partai Golkar untuk Nomor Urut 4 atas nama
Makmur Hamgulu, S.Pd.I., namun tidak ada suara pada saat
perhitungan suara adalah dalil yang tidak benar karena
berdasarkan Model C.Hasil DPRD Prov (Bukti T-13) untuk
Desa Bobo di TPS 1, pada halaman 3 kolom Partai Golkar
jelas saksi yang hadir menandatangani hasil penghitungan
suara dan pada TPS 1 Desa Bobo tidak ada keberatan secara
formil melalui pengajuan keberatan dan/atau daftar kejadian
khusus pada TPS tersebut.

KETUA: SALDI ISRA [01:33:08]

Itu apa, ya? Enggak ... yang nama atas nama siapa tadi? Nomor
Urut 4 itu memang enggak ada dapat suara di situ?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:12]
Ya, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:33:15]
Oke, lanjut.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:19]
2.2.

KETUA: SALDI ISRA [01:33:21]
Yang 1.3 diganti 2.2?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:21]

Ya. Betul, Yang Mulia.
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KETUA: SALDI ISRA [01:33:21]

Oke, ini untuk Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1,
ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:30]
Betul, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:33:32]
Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:41]

Perolehan suara Pemohon Partai Gerindra menurut Termohon
untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Utara, Daerah
Pemilihan Halmahera Utara 1.

2. Dianggap dibacakan dan seterusnya.

KETUA: SALDI ISRA [01:33:49]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:57]

Lalu pada kalimat kemudian. Kemudian Bawaslu Kabupaten
Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 3 Desa Gorua
Selatan dengan Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 (Bukti T-8),
tertanggal 22 Februari 2024 dan diserahkan ke KPU pada tanggal 22
Februari 2024 Pukul 23.43 WIT.

Poin ketiga. Bahwa atas rekomendasi tersebut, KPU Halmahera
Utara menindaklanjuti dengan bersurat ke Bawaslu Halut, pada tanggal
23 Februari 2024 dengan Surat Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 (Bukti
T-14) yang pada pokoknya isi surat menerangkan hal-hal sebagai
berikut.

KETUA: SALDI ISRA [01:35:02]
Apa isi suratnya itu? Dijelaskan bisa ... bisa enggak?
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:03]

Bagaimana, Yang Mulia?
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KETUA: SALDI ISRA [01:35:03]
Apa yang dijelaskan di pokok isi suratnya ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:04]

Baik, pada intinya dan seterusnya yang kami jelaskan dari poin C,
Yang Mulia, langsung.

KETUA: SALDI ISRA [01:35:10]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:15]
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-
Pres/XV/2019, pada halaman 1903 yang pada pokoknya Mahkamah
dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan
rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena
memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan atau impossibility of
performance.

KETUA: SALDI ISRA [01:35:33]

Ini berapa yang direkomendasi untuk di PSU di sini, yang tidak
mungkin itu, jumlahnya berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:41]
Untuk jumlanya itu tidak disebutkan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:35:42]
Bukan, saya tanya ke Anda.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:45]
3.

KETUA: SALDI ISRA [01:35:47]
3, apa?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:51]
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3, oh, untuk ini 3 TPS, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:35:53]
3 TPS, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:53]
Ya.

KETUA: SALDI ISRA [01:35:54]
3 TPS. TPS apa saja itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:56]
TPS ... untuk TPS (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:36:00]

Jadi menerangkan itu tolong jelas-jelas, jadi kita bisa menangkap
di TPS berapa, TPS berapa saja?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:07]
TPS 1 dan TPS 3 Desa Gorua.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:17]
Sebentar, TPS 1 dan?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:11]
TPS 3 Desa Gorua, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:18]
Dan 3. Desa?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:16]
Gorua.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:20]
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Boruwa?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:20]
Gorua.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:22]
Gorua.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:23]
Gorua. Izin, hanya 2 TPS, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:27]
2, betul?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:25]
Ya, Betul.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:25]
2 atau 3 TPS?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:30]

2, 2, Yang Mulia. Untuk di Kecamatan ini, Kecamatan Tobelo
Utara.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:34]
2 TPS?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:36]
Ya.

KETUA: SALDI ISRA [01:36:38]

Untuk keseluruhan, ya?
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KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:38]
Ya.
KETUA: SALDI ISRA [01:36:42]

Oke. Ndak dilaksanakan sama sekali keempat-empatnya? Nanti
dijelaskan itu, ya, sama Bawaslu, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:45]

Baik, lanjut yang poin D.

Bahwa berdasarkan Pasal 86 PKPU Nomor 25 Tahun 2003
Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
yang menyatakan ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS
sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal PSU sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 33 sudah tidak mungkin untuk
dilaksanakan.

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tentang hilangnya
daftar hadir di TPS 8 Desa Gamsungi dan menyatakan adanya
pelanggaran administrasi dan Pemohon telah melaporkan kepada
Bawaslu dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 011/LP/
Kab/32.07/111/2024 tertanggal 7 Maret 2024 untuk selanjutnya menurut
Termohon atas laporan Nomor 011/LP/ Kab/32.07/111/2024 tertanggal 7
Maret 2024 tersebut, Termohon belum mendapatkan hasil dari Bawaslu
terkait adanya laporan tersebut sehingga perlihat ... laporan tersebut
semestinya Pemohon meneruskan proses di Bawaslu bukan terhadap
Mahkamah Konstitusi.

KETUA: SALDI ISRA [01:37:46]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:37:57]
3. Petitum

KETUA: SALDI ISRA [01:37:56]

Petitum.
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KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:38:03]

Berdasarkan seluruh wuraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan dianggap dibacakan, sepanjang

daerah pemilihan sebagai berikut (...)

KETUA: SALDI ISRA [01:38:11]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:38:17]

Daerah pemilihan Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR
RI(...)

KETUA: SALDI ISRA [01:38:21]
Itu A, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:38:24]
Ya, A. Izin untuk direnvoi, Yang Mulia. A.

KETUA: SALDI ISRA [01:38:41]
Ya. terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:38:32]

B. Daerah pemilihan Maluku Utara 1 untuk pengisian

keanggotaan DPR di Provinsi Maluku Utara

C. Daerah pemilihan Halmahera I untuk keanggotaan DPRD

Kabupaten Halmahera Utara.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian
keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota
sebagai berikut:

3.1 Perolehan suara Pemohon Partai Gerindra di Provinsi
Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil
Maluku Utara. Tabel Gerindra=64.089 suara.
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3.2 Perolehan suara Pemohon Partai Gerindra di Provinsi
Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi
Maluku Utara dalam tabel Partai Gerindra perolehan
suara=18.816, Partai Garda Republik  Indonesia
(Garuda)=6.273 suara.

3.3 Perolehan suara Pemohon Partai Gerindra di Kabupaten
Halmahera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD
Kabupaten Halmahera Utara, Dapil Halmahera Utara 1.
Dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

350. KETUA: SALDI ISRA [01:39:21]
Oke.
351. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:39:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
Putusan seadil-adilnya, terima kasih.

352. KETUA: SALDI ISRA [01:39:25]

Terima Kasih. Nanti Bawaslu, ya, tolong diklirkan tadi, ya.
Silakan Pihak Terkait untuk Perkara 136 dari Partai Garuda.

353. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:39:51]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor
136 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku
Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebagai berikut.

Satu. Dalam Eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi 1, 2, 3, 4,
5 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [01:40:14]
Ya.
355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:40:14]

1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas. 1, 2, 3 Mohon dianggap
dibacakan, Yang Mulia.
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356. KETUA: SALDI ISRA [01:40:20]
Ya.

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:40:21]

Empat. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur
diperkuat juga dari judul Poin 4.3 yang berbunyi, “Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah
Pemilihan Halmahera Utara 1.” Namun, isi uraian dalil Pemohon bertolak
belakang dengan judul Poin 4.3 karena dalil-dalil Pemohon menguraikan
perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera
Utara, padahal judul yang ditulis Pemohon adalah Kabupaten Maluku
Utara.

5 6¢(..)

358. KETUA: SALDI ISRA [01:40:49]
Sebentar (...)

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:40:49]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

360. KETUA: SALDI ISRA [01:40:50]

Jadi, ini yang dia tulis Kabupaten Halmahera Utara?

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:40:53]

Ya. Betul, Yang Mulia.
362. KETUA: SALDI ISRA [01:40:54]
Oke. Judul yang ditulis Maluku Utara, ya?
363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-

32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:40:57]
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Ya. Betul, Yang Mulia.
364. KETUA: SALDI ISRA [01:40:58]
Tapi yang ... yang diuraikan adalah Kabupaten Halmahera Utara?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:41:02]

Ya. Betul, Yang Mulia.
366. KETUA: SALDI ISRA [01:41:03]
Itu beda, ya?

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:41:06]

Mohon izin lanjut, Yang Mulia.
368. KETUA: SALDI ISRA [01:41:07]
Ya, lanjut.

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:41:08]

Dua. Dalam pokok permohonan. 1 sampai dengan 9, mohon
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

10. Bahwa perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia di
Kecamatan Jailolo adalah telah sesuai dan benar, vyaitu 1.766
berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan sebagai dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Termohon. Terlebih, saksi Pemohon telah mengakui dan
tidak mempersoalkan perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia
yang dibuktikan dengan turut sertanya saksi Pemohon menandatangani
dokumen Model D.Hasil Kecamatan. Selain itu, tidak ada satu pun
keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atas perolehan suara Partai
Garuda Republik Indonesia (...)
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370. KETUA: SALDI ISRA [01:41:42]
Itu poin berapa yang dibacakan?

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:41:44]

10, Yang Mulia.
372. KETUA: SALDI ISRA [01:41:45]
Poin 10, halaman?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:41:47]

Halaman 8.
374. KETUA: SALDI ISRA [01:41:48]
8, oke.

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:41:50]

Selain itu, tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi
Pemohon atas perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia=1.766
di Kecamatan Jailolo.

11. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [01:42:01]
Ya.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:42:01]

12. Bahwa Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan hari
Selasa, 30 April 20 ... 2024 pun, telah menegaskan dan mengakui bahwa
rekap perolehan suara di tingkat Kecamatan Jailolo tidak ada
permasalahan dan saksi Pemohon dengan sadar dan ta ... tanpa adanya



378.

379.

66

keberatan, ikut serta menandatangani hasil rekap pada Model D.Hasil
Kecamatan.

13. Bahwa Pihak Terkait dalam menguraikan perolehan suara
Partai Garuda Republik Indonesia di tingkat provinsi, kabupaten, hingga
tingkat kecamatan di atas, sengaja menulis dengan kalimat sebagai
dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon. Hal ini menjadi penting
dan harus menjadi perhatian utama mengingat alat bukti yang
disampaikan Pemohon sepanjang terkait penghitungan perolehan suara
didasarkan pada alat bukti yang bersumber selain daripada dokumen
resmi versi Termohon dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang
Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:42:44]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-

32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:42:45]

380.

381.

14 sampai dengan 16. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: SALDI ISRA [01:42:48]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-

32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:42:49]

382.

17. Bahwa di sisi lain Pemohon tidak berhasil menyampaikan
persandingan perolehan suara Pemohon Partai Garuda ... Gerakan
Indonesia Raya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku
Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1. Ketidakberhasilan Pemohon
menyandingkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Jailolo pun sudah
cukup membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan
seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:43:11]

Ya.
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383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:43:12]

18 sampai 20 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
384. KETUA: SALDI ISRA [01:43:15]
21?

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:43:17]

21. Bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 Angka 5 huruf A dan
huruf B adalah tidak benar. Bahwa di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria,
diketahui bahwa justru saksi Pemohon dan saksi Partai PKB ikut serta
menandatangani Form C.Hasil dan tidak ada juga keberatan di tingkat
kecamatan dari saksi Pemohon, serta tidak ada perbaikan atau
pelanggaran administratif ke Bawaslu. Hal demikian menunjukkan bahwa
penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, dilakukan
secara terbuka, transparan, dan dengan mem ... membuka surat suara
yang telah tercoblos.

22. Bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 Angka 5 huruf C adalah
tidak benar. Bahwa di TPS 01 Desa Payo Tengah diketahui bahwa justru
saksi Pemohon ikut serta menandatangani Form C.Hasil dan tidak ada
juga keberatan di tingkat kecamatan dari saksi Pemohon serta tidak ada
perbaikan atau pelanggaran administrative ke Bawaslu.

23. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 4.2 Angka 5 Huruf d adalah
dalil yang tidak memiliki relevansi dengan partai Pemohon maupun partai
Pihak Terkait dan karenanya dalil dimaksud adalah dalil yang menganda-
anda.

24. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [01:44:14]

Ya.
387.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:44:15]

25. Bahwa selain itu, seluruh alat bukti Pemohon menurut Pihak
Terkait sepanjang terkait hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat
dipertanggungjawabkan keabsahan dan keasliannya karena bukan
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merupakan dokumen atau produk yang diterbitkan oleh Pihak Termohon.
Yaitu, untuk Bukti Pemohon P-6 sampai dengan P-12, pun demikian
dengan alat bukti lainnya, mayoritas merupakan alat bukti yang tidak
jelas dan kabur. Berdasarkan seluruh uraian Pihak Terkait di atas, maka
sudah sepatutnya demi hukum Permohonan Pemohon ditolak.

26. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:44:41]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM
[01:44:]

390.

3. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak
Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional
dal